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MOCHAMMAD ILHAM SARDI SUFRI (B111 11 015) “Pelaksanaan 
Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke 
Papua” dibimbing oleh Ibu A. Suryaman Mustari Pide selaku Pembimbing I 
dan Bapak Ramli Rahim selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan  pembagian 
warisan pada menurut adat suku Malind di Kabupaten Merauke dan untuk 
mengetahui hubungan obyek warisan dengan sistem kewarisan pada 
masyarakat adat Malind di Kabapaten Merauke.  
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke, tepatnya di distrik 
Merauke sebagai tempat bermukimnya penduduk asli masyarakat adat 
Malind, dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni metode 
penelitian kepustakaan dan lapangan yang terdiri dari wawancara dan 
obeservasi dilapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu 
data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik 
wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Anilisis 
data yang digunakan yaitu anilisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan 
secara deskriptif. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sistem kekerabatan masyarakat 
Malind menganut sistem keturunan Patrilinial, yaitu dimana garis 
keturunan yang diambil dari pihak ayah. Sistem keturunan ini sangat 
berpengaruh pada sistem pembagian warisan nantinya. Pelaksanaan 
pembagian warisan di kawasan adat Malind Kabupaten Merauke, Papua 
menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun dilaksanakan 
oleh masyarakat adat setempat. Menurut adat tersebut harta warisan 
hanyalah berupa tanah dan seluruh kekayaan alam yang berada 
diatasnya. Hal ini sudah menjadi ketentuan adat bahwa yang dapat 
diwariskan hanyalah tanah dan kekayaan alam yang berada diatas tanah. 
Karena menurut ketentuan adat ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan 
dan harus dimiliki oleh setiap orang Malind, yaitu: manusia, marga dan 
tanah. Ketiga hal tersebut yang harus dimiliki oleh setiap orang Malind 
(Malind Anim). Dalam pewarisan dimana harta pewarisan adalah tanah 
warisan, jatuh seluruhnya ke tangan pihak laki-laki. Anak perempuan tidak 
mendapatkan harta warisan karena apabila perempuan tersebut menikah, 
maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum 
adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun 
temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara 
implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa1 : 
“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, 
sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga 
dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang 
timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, 
meskipun tidak tertulis” 
Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat 
akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang 
nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.2 Hukum adat hanya 
berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu 
dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk 
masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-
undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga 
Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas 
                                                          
     
1
 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. 
Jakarta : Rajawali Pers. 2004. Hlm 112 
     
2
 Ilham Bisri, Ibid 
 
 
hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum 
Adat. 
Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini 
berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum 
Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan 
keputusan/ketepan hukum yang bertalian dengan proses pernerusan serta 
pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmeteriil) dari 
generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, 
ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun patrilineal dan matrilineal 
beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan 
sistem perkawinan di tiap daerah tersebut.3 Salah satu daerah yang 
kehidupan adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah Papua. Papua 
merupakan wilayah yang memiliki adat-istiadat yang beragam di setiap 
daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi suku-suku di Papua yang 
sangat majemuk. Terdapat sekitar 250 suku dan 1000 bahasa yang ada di 
Papua. 
Suku Malind adalah salah satu suku yang berada di Papua. Suku 
Malind mendiami wilayah administrasi di Kabupaten Merauke Provinsi 
Papua yang terletak paling ujung timur Indonesia. Luas wilayahnya 
bekisar 45.071 km2. Daerahnya berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan 
                                                          
     
3
 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut 
Undang-undang. Depok: Kencana. 2009. Hlm. 
 
 
Boven Digoel di sebelah utara, sebelah barat dan selatan berbatasan 
dengan Laut Arafuru serta sebelah timur berbatasan dengan Negara 
Papua New Guinea (PNG).   
Secara territorial masyarakat adat suku Malind terbagi atas dua 
wilayah yaitu Malind pantai yaitu masyarakat adat yang mendiami wilayah 
pesisir pantai dan Malind dek atau Malind pedalaman yaitu masyarakat 
adat yang mendiami wilayah dalam pedalaman. Masyarakat adat Malind 
dipimpin oleh seorang yang di tuakan pada masyarakat adat tersebut. 
Seseorang yang dapat memimpin pada masyarakat adat Malind adalah 
mereka yang mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin dan 
dapat memberikan keputusan yang bijak dan dipatuhi oleh masyarakat 
serta memiliki kekuatan-kekuatan spiritual. Sehingga setiap orang 
mendapatkan kesempatan dalam memimpin masyarakat adat tersebut. 
Pemimpin pada tersebut dinamakan Pakasanep yang berarti berani. 
Pakasanep ini juga dapat menjadi seorang kepala perang pada perang 
suku.  
Dalam hal pembagian warisan masyarakat adat suku Malind mengenal 
adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat adat Suku 
Malind tersebut menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem 
keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki-
laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. 
Dalam pembagian warisan tersebut, hanya anak laki-laki yang 
diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Kedudukan seorang anak 
 
 
perempuan dapat diperhitungkan apabila ketika dalam suatu keluarga 
tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga anak perempuan tersebut 
dapat diperhitungkan untuk dapat menjadi seorang ahli waris. Proses 
pewarisan berlangsung selama kedua orang tua (pewaris) masih hidup. 
Dalam proses ini pembagian warisan dilaksanakan pada saat seorang 
anak (ahli waris) baru dilahirkan. 
Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas, membuat 
penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai 
Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind di 
Kabupaten Merauke Papua. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana sistem kekerabatan pada suku Malind di Kabupaten 
Merauke? 
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku 
Malind di Kabupaten Merauke? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui sistem kekerabatan pada suku Malind di 
Kabupaten Merauke. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan menurut adat 
suku Malind di kabupaten Merauke. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan bacaan bagi 
semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan 
ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum 
keperdataan secara khusus dengan bidang hukum kewarisan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan 
khasanah ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dan 
masyarakat dalam rangka memahami sistem kekerabatan dan 















A. Sistem Kekerabatan 
Menurut bahasa, sistem kekerabatan terdiri atas dua kata yaitu sistem 
dan kekerabatan. Sistem adalah cara atau metode yang teratur untuk 
melakukan sesuatu sedangkan kerabat adalah dekat pertalian keluarga, 
sedarah daging, atau sanak saudara4. Jadi sistem kekerabatan 
merupakan suatu metode untuk menentukan apakah seseorang tersebut 
masih merupakan bagian keluarga atau sanak saudara dengan yang 
lainnya. 
Meyer Fortes mengemukakan bahwa kekerabatan dipergunakan untuk 
menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. 
Kekerabatan adalah unit-unt sosial yang terdiri dari beberapa keluarga 
yang memiliki hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan sendiri terdiri 
atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, 
nenek, dan seterusnya. Ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari 
jumlah yang relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, 
fatri, dan paroh masyarakat. Di masyarakat umum kita juga mengenal 
kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga 
bilateral, dan keluarga unilateral5.  
                                                          
     
4
 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Cencekia. 2003 
     
5
 A. Suriyaman Mustari Pide. Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang. Makassar: Pelita 
Pustaka. 2009. Hlm. 63 
 
 
Dalam hal Hukum Adat kekeluargaan atau kekerabatan maka apabila 
dilihat dari keberadaan keturunan, maka sifat dan kedudukan keturunan 
dapat bersifat:6 
1. Lurus 
Apabila orang yang satu itu merupakan langsung dari keturunan 
yang lain, misalnya antara Kakek, Bapak, dengan Anak. Antara 
Kakek, Bapak dan Anak disebut lurus kebawah kalau dilihat dari 
urutan Kakek-Bapak-Anak. Sedangkan disebut lurus keatas apabila 
rangkaiannya dilihat dari Anak-Bapak-Kakek 
2. Menyimpang atau Bercabang 
Apabila antara kedua atau lebih dianggap terdapat adanya 
Ketunggalan luhur, maka dapat dilihat dari factor-faktor sebagai 
berikut, misalnya Bapak-Ibunya sama (saudara sekandung) atau 
se-Kakek, se-Nenek, dan lain sebagainya.  
 
Persekutuan-persekutuan hukum Indonesia dapat dibagi atas dua 
golongan menurut dasar susunannya:7 
1. Yang berdasar pertalian suatu keturunan (genealogis), apabila soal 
apakah seseorang menjadi anggota persekutuan turunan yang 
sama. Dalam hal ini ada tiga macam dasar pertalian keturunan, 
yaitu: (i). Pertalian darah menurut garis keturunan bapak (patrilinial) 
misalnya pada orang-orang Batak, Nias, orang-orang Sumba. (ii). 
                                                          
     
6
 Tolib Setiady. Instisari Hukum Adat. Bandung: Alfabeta. 2008. Hlm. 207 
     
7
 R. Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007. Hlm. 51 
 
 
Pertalian daerah menurut garis ibu (matrilineal) misalnya family 
Minangkabau. (iii). Pertalian darah menurut garis dan menurut garis 
bapak (tata susunan parental), misalnya: orang-orang Jawa, 
Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Untuk menentukan hak-hak dan 
kewajiban seseorang, maka family dari bapak adalah sama artinya 
dengan family dari pihak ibu. 
2. Yang berdasar lingkungan daerah (territorial), apabila keanggotaan 
seseorang dari persekutuan itu tergantung dari soal apakah ia 
bertempat tinggal didalam lingkungan daerah persekutuan itu atau 
tidak. Orang-orang yang bersama bertempat tinggal didesa (di 
Jawa dan Bali) atau di suatu marga (di Palembang) merupakan 
satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan 
betindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. 
 
B. Hukum Waris Adat 
Hukum waris tidak saja terdapat dalam hukum adat, tetapi juga 
terdapat dalam hukum islam dan hukum barat. Hal ini bukan saja akibat 
adanya pembagian dalam pasal 163 dan pasal 131 I.S., tetapi 
kenyataannya sekarang masih terasa dan terdapat pembagian itu. Untuk 
membedakan hukum hukum waris dalam sistem hukum lainnya, maka 
dalam hak ini digunakan istilah hukum waris adat. Istilah waris belum ada 
kesatuan arti, baik yang ditemui dalam kamus hukum maupun sumber 
lainnya. Istilah waris ada yang mengartikan dengan “harrta peniggalan, 
 
 
pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang 
meninggal dunia seluruh atau sebagian menjafi hak para ahli waris atau 
orang yang ditetapkan dalam wasiat”. Selain itu ada yang mengartikan 
waris “yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah 
meninggal”8. 
Nampak ada perbedaan, di satu pihak mengartikan istilah waris 
dengan harta peniggalan dan di pihak lain mengartikan dengan orang 
yang berhak menerima harta peninggalan terebut. Adanya perbedaan 
pendapat ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam bahasa 
hukum. Untuk mendapatkan suatu pengertian yang jelas perlu adanya 
kesatuan pendapat tentang suatu istilah tersebut. Untuk mencapai itu, 
usaha yang dilakukan adalah menelusuri secara etimologi. Istilah waris 
berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, 
yaitu berasal dari kata “warisan” yang berasal mempusakai harta, “waris 
artinya ahli waris, waris”. Waris menunjukkan orang yang menerima atau 
mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum 
adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris 
tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih 
hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan 
kepada warisnya. Hukum waris adat atau ada yang menyebutkan dengan 
hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur 
tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan harta (Pewaris), 
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harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta 
pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.9 
Hukum adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup 
permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan 
harta kekayaan baik materiil maupun immaterial, yang mana dari seorang 
tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus 
mengatur saat, cara, dan proses peralihannnya dari harta yang dimaksud. 
Menurut Soepomo dalam bukunya tentang Hukum Adat merumuskan 
hukum adat waris adalah Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan 
yang mengatur proses meneruskan serta meng-over-kan barang-barang 
harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immaterielle 
goerdren) dari suatu angkatan manusia (generatie) jepada keturunannya”, 
(proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses 
tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua meninggal dunia.10 
Bushar Muhammad dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Adat 
menyebutkan Hukum waris adalah serangkaian pertauran yang mengatur 
penerusan dan peng-over-an harta peninggalan atau harta warisan dari 
sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun 
immaterial. Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula 
persoalan-persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta 
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benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal 
ini ialah Hibah11 
Kemudian Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Waris di 
Indonesia memberikan pengertian bahwa warisan itu adalah soal apakah 
dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan 
seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang 
masih hidup. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa 
pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsure yang masing-
masing merupakan unsure esensial, yaitu;12 
a. Seseorang peniggal warisan yang pada waktu wafatnya 
meninggalkan warisan. 
b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak 
menerima kekayaan yang ditinggalkan. 
c. Harta warisan atau harta peniggalan yaitu “kekayaan in 
concreto” yang di tinggalkan dari sekali beralih kepada ahli 
waris. 
 
Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris meninggal adalah 
memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris 
Islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika kita melihat dari sudut 
hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah 
dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan 
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kepada waris. Perbuatan atau pengalihan harta dari waris sebelum 
pewaris wafat, dapat terjadi dengan cara penunjukkan, penyerahan 
kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris 
kepada waris. Hukum waris asdat itu mempunyai corak dan sifat-sifat 
tersendiri yang khas di Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam 
maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang 
alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan 
masyarakat bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah 
kehidupan bersama yang bersifat tolong meolong guna mewujudkan 
kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam hidup13. 
Dari beberapa pendapat diatas terdapat suatu kesamaan bahwa, 
hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris 
dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat 
untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu : 
a. Adanya pewaris, 
b. Adanya harta warisan, 
c. Adanya ahli waris 
d. Penerusan dan pengoperan harta waris 
 
C. Sifat Hukum Waris Adat. 
Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau 
hukum waris barat seperti yang disebutkan dalam KUHPerdata, maka 
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Nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara 
pembagiannya yang berlainan. Hukum warisan menurut hukum waris adat 
tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan 
kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya 
dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual 
sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para 
waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris 
Islam atau hukum waris barat.14 
Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan 
penguasaan dan  pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat 
dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia 
tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan 
dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdata alinea 
pertama yang berbunyi: 
“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan 
diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam 
keadaan tidak terbagi.” 
 
Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan 
sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para 
anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi 
kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus 
dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar 
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hak ketetanggaan (naastingrecht) dalam kerukunan kekerabatan. Hukum 
waris adat tidak mengenal azas “legitime portie” atau bagian mutlak 
sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan 
hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat 
tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut 
agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut 
dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdata atau juga menurut 
hukum Islam. Akan tetapi jika siwaris mempunyai kebutuhan atau 
kepentingan, mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta 
warisannya dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para 
waris lainnya.15 
Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses 
meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-
barang yang tidak berwujud benda (immateriele goerderen)dari suatu 
generasi manusia (generatie) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai 
pada waktu orang tua masih hidup.proses itu tidak menjadi akuut  oleh 
sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau 
atau ibu adalah peristiwa yang penting bagi prose situ, akan tetapi 
sesungguhnya tidak memperngaruhi secara radikal proses penerusa atau 
peralihan harta benda dan bukan harta benda tersebut. Proses itu berjalan 
berjalan terus hingga angkatan (generatie) merupakan keluarga-keluarga 
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baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang 
dari harta peninggalan orang hanya sebagai fundamen16 
 
D. Istilah-Istilah Dalam Hukum Waris Adat 
Istilah waris sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, dan terdapat 
didalam hukum waris Islam. Didalm kepustakaan hukum istilah waris tidak 
ada keseragaman pengertian, ada yang memakai istilah hukum warisan, 
ada hukum kewarisan, dan ada hukum waris. Berikut akan dikemukakan 
beberapa istilah yang biasa digunakan dalam hukum waris adat dan 
hubungannya dengan unsure-unsur hukm waris.17 
1. Warisan 
Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah 
wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak 
terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta 
yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris harta 
tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam 
ikatan atau luar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan 
adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat. 
 
2. Peninggalan 
Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak 
terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. 
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Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih 
dikuasai oleh ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta 
peninggalan ibu yang telah wafat tetapi masih dikuasai ayah yang 




Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka, dapat dibedakan 
antara pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi 
adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan 
keadaannya, kedudukannya, dan sifatnya tidak dapat atau tidak 
patut dan tidak [antas untuk dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka 
rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas 
ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang 
keadaanya, kedudukannya, dan sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, 
baik penguasaan dan pemakaiannya atau mungkin juga 
kepemilikannya. Garis batas yang mana dinamakan pusaka tinggi 
dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang tegas, 







4. Harta Perkawinan 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang 
dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan 
perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari hata penantian, 
harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian, (hadia, 
hibah/wasiat). Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam 
ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan menjadi tidak 
kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi 
terpisah kembali akibat terjadinya putus perkawinan. 
 
5. Harta Penantian 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai 
dan dimiliki oleh suami istri ketika perkawinan itu terjadi. Jika 
perkawinan istri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasai atau 
dimiliki suami sebelum perkawinan meupakan harta penantian 
suami, atau harta pembujangan, dan jika sebaliknya suami ikut 
kepihak isteri maka harta yang dibawanya merupakan harta 
pembekalan, sedangkan isteri dengan harta penantian isteri. 
 
6. Harta Bawaan 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, 
dibawa oleh suami atau oleh isteri ketika perkawinan itu terjadi, jadi 
sebagai kebalikan dari harta penantian. Jika suami mengikuti pihak 
 
 
istri maka harta bawaannya disebut harta bawaan suami dna jika 
sebaliknya isteri yang ikut kepihak suami maka harta bawaannya 
disebut harta bawaan isteri. 
 
7. Harta pencaharian 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang 
didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami 
istri yang terikat didalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta 
pencaharian ini merupakan harta bersama suami isteri dalam ikatan 
perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah diantara 
hasil suami milik suami, hasil isteri milik isteri. 
 
8. Harta Pemberian 
Istilah ini yang jelas ialah harta asal pemberian, dipakai untuk 
menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami ostri secara 
bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian 
orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau 
pemberian hibah atau wasiat. 
 
9. Pewaris 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta 
peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah 
wafat meinggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau 
 
 
dibagikan kepada waris. Tegasnya pewaris adalah empunya harta 
peninggalan, atau empunya harta warisan. 
 
10. Pewarisan 
Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta 
kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan 
melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi 
ketika pewaris masih hidup pewarisannya berarti penerusan atau 




Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta 
warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak 
menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari 
harta warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah orang yang berhak 
mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang 
kewarisan. 
 
E. Pancasila dan Azas Hukum Waris 
Pancasila didalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir 
dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar supaya 
penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun 
 
 
dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang 
ditinggalkan oleh pewaris yang kembail kealam baka. Dibawah ini akan 
dicoba menguraikan unsure-unsur pandangan hidup Pancasila sebagai 
azas dalam proses pewarisan, sehingga kekeluargaan dan kebersamaan 
tetap dapat dipertahankan dalam wadah satu kerukunan yang saling 
memperhatikan kepentingan hidup antara satu dan yang lain.18 
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
Kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha 
mengetahui atas segala-galanya, maha mencipta dan maha adil, 
yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka 
apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan bersilang 
selisih karena harta warisan akan memberatkan perjalanan arwah 
pewaris dialam baka. Oleh karenanya orang-orang yang benar-
benar taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga 
kerukunan dari pada pertentangan. Terbagi atau tidak terbaginya 
harta warisan bukan tujuan tetapi yang terpenting adalah tetap 
menjaga kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota 
keturunan pewaris. Dengan demikian pada umumnya sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan 
asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat 
mengendalikan diri dalam masalah pewarisan. 
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2. Sila Kemanusiaan. 
Didalam proses pewarisan sila kemanusiaan berperanan 
mewujudkan sikap saling cinta mencintai diantara sesama waris, 
sikap tenggang rasa dan tepa selira antara waris yang satu dengan 
waris yang lain dan mewujudkan sikap untuk tidak bersikap 
sewenang-wenang dan memperkosa kepentingan orang lain. Oleh 
karena itu adanya sikap tersebut maka didalam hukum waris adat 
sesungguhnya bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang 
harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris 
yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Dengan demikian dari 
sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau 
kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil 
dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun 
dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para 
waris yang hidupnya kekurangan.  
 
3. Sila Persatuan 
Dengan sila persatuan ini dalam ruang lingkup yang kecil seperti 
keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan 
dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup 
rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan 
atau kekerabatan selalu ditempatkan diatas kepentingan 
kebendaan perseorangan. Demi persatuan dan kesatuan keluarga, 
 
 
maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tututan atas harta 
warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana 
memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan 
adanya harta warisan itu. Apabila peewarisan yang akan 
dilaksanakan akan berakibat timbulnya persengketaan maka tua-
tua keluarga dapat bertindak menangguhkan pembagian harta 
warisan untuk terlebih dahulu menyelesaikan hal-hal apa yang 
dapat merusak persatuan dan kerukunan keluarga yang 
bersangkutan. Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup 
kekeluargaan didalam masyarakat memerlukan adanya pimpinan 
yang berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana guna 
mempertahankan persatuan dan memelihara kerukunan hidup atas 
dasar musyawarah dan mufakat. Pimpinan yang bijaksanan dalam 
mengatur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat 
selalu menjadi contoh teladan bagi anggota-anggota rumah tangga, 
terutama bagi para waris dari keluarga bersangkutan. Jadi dari sila 
persatuan ini, maka didalam hukum warisadat dapat ditarik 
pengertian tentang asas kerukunan, suatu asas yang 
mempertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan 
yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan 
memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam 




4. Sila Kerakyatan 
Berbeda dari sila kerakyatan sebagamana didalam Pembukaan 
UUD 1945 yang berbunyi: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, maka didalam 
hukum waris adat manifestasinya berarti kesanak-saudaraan 
pewaris yang terpelihara atas dasar musyawarah dan mufakat para 
anggota keluarga. artinya dalam mengatur atau menyelsaikan harta 
warisan mempunyai rasa tanggungjawab yang sama dan atau hak 
dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat 
bersama. Musyawarah penyelesaian harta warisan dipimpin oleh 
waris yang dituakan, dan apabila tercapaikesepakatan maka setiap 
waris berkewajiban menghormati, menaati dan melaksanakan hasil 
penyelesaian itu. Kesepakatan dalam mewujudkan penyelesaian 
harus bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dari hati nurani yang 
jujur demi kepentingan bersama berdasarkan ajaran Tuhan Yang 
Maha Esa. Dengan demikian dari sila kerakyatan ini dapat ditarik 
suatu asas musyawarah dan mufakat kekeluargaan didalam proses 
pewarisan menurut hukum adat 
 
5. Sila Keadilan. 
Didalam hukum waris adat sila keadilan, bukan berarti umum 
sebagaimana dikatakan: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”, tetapi keadilan bagi semua anggota waris mengenai 
 
 
harta warisan, baik .ahli waris maupun waris yang bukan karena 
hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan 
lain sebagaimana menurut hukum adat setempat. Dari rasa 
keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya bhineka 
itu terdapat yang umum dapat dapat berlaku ialah rasa keadilan 
berdasarkan asas Parimirma, yaiut asas welas kasih terhadap para 
anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, 
karya, dan sejarahnya, sehingga walaupun seseorang bukan ahli 
waris namun wajar juga untuk diperhitungkan mendapatkan harta 
warisan. Dengan adanya rasa keadilan ini, maka didalam hukum 
waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta 
warisan yang sama jumlah atau nilainya, tetapi juga selaras dan 
sebanding dengan kepentingan dan pemerataannya. Dengan 
demikian asas keadilan didalam hukum waris adat mengandung 
pula asas keselarasan dan Parimirma. 
 
6. Asas-Asas Hukum Waris Adat. 
Berpangkal tolak dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup 
bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa didalam hukum 
waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas 
kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan tetapi juga 
terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari 
a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri 
 
 
b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak 
c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan 
d. Asas Musyawarah dan Mufakat 
e. Asas Keadilan dan Parimirma 
 
F. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat 
1. Sistem Keturunan 
Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip 
garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, 
yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-
alih (aalternerend) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar 
ditegaskan dimaa berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral 
berganda atau (dubbel-unilateral). Prinsip-prinsip garis keturunan 
terutama berpengaruh pada penetapan ahliwaris maupun bagian harta 
peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun 
immaterial)19. 
Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga 
corak yaitu:20 
a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik 
menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol 
pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. 
                                                          
     
19
 Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 1983. Hlm. 259 
     
20




b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik 
menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol 
pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan 
c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang 
ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi 
(bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak 
dibedakan didalam pewarisan. 
 
2. Sistem Pewarisan Individual 
Yang dimaksud dengan sistem pewarisan individual adalah 
apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara 
perseorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris 
berhak memakai, mengelola, dan menikmati hasil atau juga 
mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat yang 
demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem ini banyak 
berlaku dikalangan masyarakat yang berbudaya parental dan 
dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat 
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata (BW) dan hukum waris 
Islam.21 Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-
bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada masyarakat 
Bilateral.22 
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Kebaikan dari sistem pewarisan individual anatara lain 
bahwa dengan pemilikan pribadi maka waris dapat bebas 
menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk 
dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa 
dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat 
menstansaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain 
untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau 
menurut kebutuhan keluarga taggungannya. Kelemahan dari 
sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan 
merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat 
timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan 
mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan 
dapat menjurus jearah nafsu bersifat individualism dan 
materialisme23. 
 
3. Sistem Pewarisan Kolektif. 
Sistem pewarisan kolektif ialah dimana harta peninggalan 
diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada 
waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan 
dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk 
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mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari 
harta peninggalan itu.24 
Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh 
sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan 
semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai harta 
pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli 
waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya 
saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja).25 
Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila 
fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan 
hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya 
masih tetap berperab, tolong menolong antara yang satu dan 
yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh 
tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan 
dikembangkan. Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan 
cara berfikir yang selalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. 
Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat 
mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas 
hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat maka rasa 
setia kawan, rasa setia kerabat menjadi luntur. 26 
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4. Sistem Pewarisan Mayorat. 
Yang dimaksud dengan sistem mayorat adalah apabila harta 
pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, 
artinya hak pakai, hak mengelolah, dan hak memungut hasil 
dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus 
dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan 
hingga mereka dapat hidup mandiri. Sistem kewarisan ini 
disebut “kewarisan mayorat”. 27 Ciri lain dari kewarisan mayorat 
adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya 
atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) 
oleh seorang anak saja. 28 
Kelemahan dan kebaikan sistem mayorat terletak pada 
kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai 
penggati orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta 
kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua 
anggota yang ditinggalkan.29  
 
G. Harta Warisan 
Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda 
yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia (pewaris), 
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baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak 
dibagi. 30 
Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu 
terbagi-bagi pemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan 
atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa 
fungsi sosial. Disamping itu ada warisan yang memang tidak dapat dibagi-
bagikan penguasaannya atau kepemilikannya dikarenakan sifat benda, 
keadaan, dan kegunaannya tidak dapat dibagi. Harta yang diwariskan 
menurut hukum waris adat adalh harta yang berwujud benda dan harta 
yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda adalah seperti 
sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, 
barang perhiasan wanita, alat transportasi, harta bersama, harta bawaan, 
dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud harta tidak berwujud adalah 
berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, 
ilmu-ilmu gaib, pesan keramat, atau perjanjian dan sebagainya.31 
1. Harta Asal 
Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki 
pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan 
ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan 
dan memungkinkan bertamba selama perkawinan sampai akhir 
hayatnya.32 
                                                          
     
30
  Ensikopedia Indonesia N-Z. W. van Hoeve. Bandung. Hlm. 1419 
     
31
 C. Dewi Wulansari. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama. 2010.  
Hlm. 76 
     
32
 Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 36 
 
 
Menurut S.A Hakim barang-barang asal itu terdiri atas:33 
a. Barang-barang sebelum perkawinan. 
i. Barang yang tiap isteri atau suami tetlah mempunyainya 
sebelum perkawinan 
ii. Barang yang mempunyai isteri atau suami karena 
pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian 
yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing. 
iii. Barang yang diperoleh karena pewarisan 
iv. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain. 
 
b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan 
i. Barang yang tiap isteri atau suami memperoleh karena 
usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain. 
ii. Barang yang karena pemberian bagian harta yang 
bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau 
karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah 
seorang suami/isteri 
Harta asal terdiri atas:34  
a. Harta Peninggalan 
i. Peninggalan tidak terbagi 
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Harta peninggalan tidak terbagi-bagi adalah harta 
pusaka, yang biasanya harta kekayaan tersebut 
merupakan harta peninggalan turun temurun dari 
zaman leluhur dan merupakan milik bersama 
sekerabat family dan biasanya berada dibawah 
kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat. 35 Adanya 
harta peninggalan tetap tinggal tak terbagi-bagi itu 
dalam beberapa lingkungan hukum ada hubungannya 
dengan aturan bahwa harta benda yang ditinggalkan 
oleh kakek dan nenek itu tidak mungkin dimiliki, 
melainkan secara milik bersama beserta waris 
lainnya, yang satu dengan lainnya merupakan 
kebulatan yang tak dapat terbagi-bagi. 
 
ii. Peninggalan tak terbagi-bagi 
Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta 
pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah 
tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu 
karena melemahnya pengaruh kekerabatan maka 
kemungkinan harta peninggalan yang berupa harta 
pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, 
bukan saha terbatas pembagian hak pakai, tetapu 
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juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan. 
Terbagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi 
ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris 
wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi 
pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan 
pewaris kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan 
dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah 
tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga 
orag tua. 
 
2. Harta Bawaan 
Harta bawaan berarti harta bawaan dari istri ataupun suami 
dikarenakan masing-masing suami dan isteri membawa harta 
sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan 
berdiri sendiri. Harta asal dapat diliha sebagai harta bawaan 
yang isinya dapat berupa harta peninggalan (warisan). Harta 
bawaan tersebut yang masuk menjadi harta perkawinan yang 
kemudian akan menjadi harta warisan.36 
 
3. Harta pemberian 
Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan 
didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena 
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hubungan cinta kasih, balas budi, atau jasa, atau karena suatu 
tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami isteri 
bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat 
terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau 
secara tidak langsung dengan perantara baik dalam bentuk 
barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian 
dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya 
perkawinan dan selam perkawinan.37  
 
4. Harta Pencaharian 
Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta 
yang didapat suami isteri bersama dalam ikatan perkawinan 
yang  berupa hasil dari kerja suami ataupun isteri.38 
 
5. Hak Kebendaan 
Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan 
harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada 
kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak 
kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisan ada hak-hak 
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kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang 
terbagi-bagi.39 
 
H. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat  
Yang dimaksud pewaris adalah orang yang mempunyai harta 
kekayaan yang akan diteruskannya atau akan dibagi-bagi kepada ahli 
waris setelah ia wafat. Jadi pewaris adalah orang yang memiliki harta 
peninggalan. Sedangkan waris adalah orang yang mendapatkan warisan. 
Yang dimaksudkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan 
harta warisan.40 
Pada umumya yang menjadi ahli waris adalah para warga yang paling 
karib didalam generasi berikutnya ialah anak-anak yang dibesarkan di 
dalam keluarga si pewaris. Yang pertama-tama mewarisi adalah anak-
anak kandung.41 Anak kandung yang sah lebih berhak sebagai ahli waris 
dari anak kandung yang tidak sah, anak angkat penerus keturunan adalah 
ahli waris bapak yang mengangkatnya, sedangkan anak angkat lainnya 
hanya mungkin sebagai waris saja. Anak tiri dan anak asuh bukanlah ahli 
waris melainkan waris saja orang yang tidak memliki ahli waris atau waris 
sama sekali dan tidak jelas para anggota kerabatnya jauh dan dekat, 
maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah masyarakat adat 
setempat atau pemerintah. Ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah 
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yang telah meninggal dunia, tetapi jika anak-anaknya masih kecil dan 
belum mampu menguasai harta warisan, maka yang berkuasa atas harta 
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A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanankan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, 
Provinsi Papua. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian karena 
sesuai dengan objek penelitian kewarisan adat yang akan di teliti. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau 
seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi 
yang dimaksud adalah masyarakat adat Malind dan Pemerintah 
Kabupaten Merauke. 
Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih 
sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan 
berdasarkan purposive sampling, yang artinya sampel telah 
ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti, yaitu Masyarakat 
Adat Malind. 
2. Sampel 
Sampel adalah contoh, monster, reseprentan atau wakil dari 
suatu populasi yang cukup besar jumlahnya atau satu bagian dari 
keseluruhan yang dipilih dan representative sifatnya. Aktivitas 
 
 
pengumpulan sampel disebut sampling. Sampel yang dimaksud 
adalah Masyarakat Adat Malind. 
Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek 
penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini. 
Responden tersebut antara lain : 
a. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malind 
b. Tokoh Masyarakat Adat Malind 
c. Masyarakat Adat Malind. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, 
maka penulis melakukan pengumplan data dengan dua cara, yaitu : 
1. Teknik Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan untuk memperoleh 
data dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis 
berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, media 
cetak, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 




1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara 
langsung dari responden dilokasi penelitian, baik berupa 
wawancara langsung terhadap masyarakat adat setempat 
dan pejabat daerah Kabupaten Merauke. 
2. Data Sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori 
dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder 
ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, 
dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya 
ilmiah, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data 
sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih 
mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut 











A. Profil Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Masyarakat Malind 
Dalam kepustakaan Belanda dan Indonesia, kata Malind 
merupakan tafsiran kata yang dipakai dalam penelitian dengan 
pendekatan psikoanalisis (mengamati gerak gerik orang yang 
diwawancarai) sebutan suku yang sebenarnya adalah suku Malind. 
Suku ini bermukim di wilayah pantai selatan Papua. Marind berasal 
dari kata Malind yang merupakan kelompok utama yang tinggal di 
timur Kabupaten Merauke. Kata Malind ditambah Anim yang berarti 
orang atau manusia, sehingga Malind Anim berarti “orang Malind 
atau manusia Malind” dan setelah mengalami perubahan intonasi 
menjadi Marind Anim sekarang dibedah menjadi suku Malind43. 
Bedasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh para antropolog, 
menunjukkan bahwa suku Malind tergolong sebagai orang atau 
masyarakat yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada 
alam. Masyarakat Malind menempati 20 Distrik di Kabupaten 
Merauke. Kehidupan masyarakat Malind yang menggantungkan 
hidup sepenuhnya pada alam, telah memunculkan konsep Dema 
(Gabungan pemikiran). Dema adalah gabungan pemikiran 
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beberapa konsep totem yang menjelma dalam proses inisiasi. 
Sehingga masyarakat Malind harus tetap menjaga kesimbangan 
dengan alam karena mereka percaya apabila terjadi 
ketidakseimbagan maka mereka harus mengadakan upacara 
pemulihan bagi kelangsungan kesimbagan tersebut. Masyarakat 
Malind juga percaya bahwa dema merupakan leluhur mereka yang 
hingga kini menjadi totem dalam Klen (Marga/Bawan). Hal ini bisa 
terlihat dalam pola pemukiman tradisional mereka. Masyarakat 
Malind hidup secara berkelompok dibeberapa kampong dan dalam 
satu kampong terdapat lebih dari satu klen yang memiliki ciri khas 
masing-masing. Masyarakat Malind adalah masyarakat yang 
memiliki keteraturan hidup dan saling menghormati satu sama lain. 
Setelah adanya kontak dengan dunia luar telah mengubah 
tatanan kehidupan masyarakat Malind. Masyarakat Malind yang 
pada mulanya menerima kedatangan orang luar dengan penuh 
persahabatan, perbedaan sudut pandang terhadap konsep Dema 
atau Totem dalam klen orang Malind, dapat mempengaruhi 
kehidupan yang menimbulkan sifat apatis orang Malind terhadp 
orang luar (Pu-Anim). Suku Malind merupakan suku yang tidak 
mudah menerima pengaruh-pengaruh dari luar dan mereka masih 





a. Keadaan Geografis 
Malind adalah nama salah satu suku diwilayah Pantai 
Selatan Tanah Papua yang tinggal didaerah selatan, 
tepatnya di Kabupaten Merauke. Letaknya diatara 137o30’ 
141o00 BT dan 6o00 9o00 LS, dengan luas wilayah 45.071 
km2. Secara administrasi Kabupaten Merauke yang 
masyarakat lokalnya adalah suku bangsa Malind berbatasan 
di sebelah utara dengan Kabupaten Mappi dan Boven 
Digoel, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Laut 
Arafuru serta sebelah timur berbatasan dengan Negara 
Papua New Guinea (PNG).   
Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Merauke 
terdiri atas 168 Desa dan 20 Kecamatan, yaitu Merauke, 
Naunkenjerai, Sota, Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, Ulilin, 
Muting, Animha, Kurik, Semangga, Malind, Okaba, Kakabtel, 
Ngguti, Tubang, Ilwayab, Kimaam, Tibonji, Waan. Adapun 
jumlah penduduk kabupaten Merauke 2006 sebesar 155.783 
jiwa.44 Masyarakat Malind merupakan salah satu suku 
tradisional dikawasan Kabupaten Merauke, yang menempati 
lokasi hunian sepanjang pesisir pantai Merauke dan 
sebagian lagi hidup di daerah pedalaman. Secara umum 
masyarakat Malind tidak mengenal rumah atau keluarga 
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batih (inti), mereka hanya mengenal rumah tradisional yang 
disebut Komunitas yang dipimpin oleh seorang kepala 
komunitas disebut Binagh’ol. 
Bangunan rumah-rumah yang memisahkan antara 
suami-suami dengan istri-istri dan anak-anak perempuan, 
sedangkan anak laki-laki yang sudah diasramakan sendiri 
pada satu rumah. Pada satu Komunitas dihuni oleh satu klen 
kurang lebih berjumlah 20 kepala keluarga, yang berhak atas 
tanah, dusun sagu, dusun kelapa, hutan wilayah perburuan 
dan penangkapan ikan dimana kelompok kekerabatan itu 
berada. Disamping itu juga dalam satu kampung terdapat 
lebih dari satu komunitas  
Umumnya bangunan rumah orang Malind memiliki 
konstruksi berbentuk rumah panjang dan hanya memiliki 
satu ruangan, tidak berjendela memilliki 1 pintu pada bagian 
timur dengan pola Timur Barat, bangunan itu memiliki bentuk 
atap seperti huruf Y terbalik yang terbuat dari daun sagu dan 
pada atap bagian atas disebut cikal bakal keturunan mereka. 
Tiang bangunan rumah tersebut dari kayu dan bambu, 
sedangkan pada bagian dindingnya terbuat dari pelepah 
sagu (gaba-gaba/Yales). Ukuran rumah Malind dalam tiap 
Komunitas (otif) berbeda-beda sesuai dengan 
kedudukannya. Rumah untuk para bapak (gama) ukurannya 
 
 
lebih besar dari pada para wanita (Ghr”ak-aha) dan asrama 
laki-laki (nggotad). Bangunan rumah tersebut disusun 
berbaris dari Timur ke Barat. Rumah untuk para wanita 
berada pada posisi bagian belakang/Timur, para bapak 
bagian tengah dan asrama laki-laki remaja bagian remaja 
bagian depan/Barat. Setelah Tahun 1920an, pemerintah 
Belanda menghapus pola pemukiman tersebut atas anjuran 
misi katolik. Sejak saat itu muncul keluarga batih dalam 
kehidupan masyrakat Malind sebagai pemeran penting 
dalam kehidupan termasuk dalam usaha mata pencaharian 
hidup. 
Keadaan iklim menunjukkan perbedaan yang besar 
antara musim kemarau dan musim penghujan. Daerah ini 
beriklim tropis yang dipengaruhi iklim Australia, musim 
kemarau mulai dari bulan Mei sampai November dan musim 
penghujan daru bulan Desember sampai April terjadi musim 
pancaroba dan pada musim ini sungai, rawa-rawa dan 
sumur kering. Dengan curah hujan yang rendah 
dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain Papua. Daerah 
tempat tinggal penduduk diliputi pantai regosal dan lumpur 
alluvial permanen yang dipengaruhi air payau atau asin. 
Pada musim kemarau tanah menjadi kering, keras, dan 
panas. Pola kampong suku Malind umumnya menyebar 
 
 
pada tiga zona yaitu : zona pesisir, zona rawa, dan zona 
daerah aliran sungai. Dalam satu kampong merupakan 
gabungan dari Komunitas (otiv). Rumah-rumah ini dikelilingi 
oleh, tanah pertanian, wilayah perburuan, laut tempat 
mencari ikan, dusun-dusun kelapa, dusun sagu, kebun wati, 
kuburan dan sumur. Istilah perkampungan ini disebut milah.  
Sejak tahun 1920, pemukiman seperti tersebut sudah 
tidak dikenal lagi, Belanda telah memisahkan pemukiman-
pemukiman mereka ke daerah bukit-bukit pasir di pesisir 
pantai dan terjadi pula perubahan dalam perkampungan.  
 
b. Keadaan Demografis 
Suku bangsa Malind tinggal dalam 20 wilayah distrik dan 
tersebar dalam 160 buah desa administratif. Daerah tempat 
tinggal suku bangsa Malind mulai dari perbatasan Papua 
dan Papua New Guinea dan sungai Wemghr’a kearah barat 
menyusur pantai melalui kota Merauke sampai kampong 
Wamal sebelah selatan selat Muli. Suku bangsa Malind 
sebagian tinggal ditepi pantai, sebagian lagi dipedalaman 
sampai hulu-hulu sungai seperti Mbian, sungai Mbulaka 
(wilangi), sungai Kumb, sungai Maro (Maloghr). Keadaan 
iklim menunjukkan perbedaan yang besar antara musim 
kemarau dan musim penghujan. 
 
 
Pada musim kemarau berhembus angin tenggara yang 
sejuk dan segar, karena pengaruh iklim Australia, rawa-
rawa, sungai-sungai, sumur menjadi kering, tanah-tanah dan 
rumput-rumput beberapa jenis pohon menjadi gundul. Pada 
musim penghujan angin berhembus dari barat daya, hujan 
dan angin topan (Muli kiwal) sangat keras, udara panas dan 
lembab, nyamuk banyak, penyakit mengganas dan terjadi 
banjir. 
 
c. Pola Pemukiman/Perumahan 
Pola perkampungan asli bangsa suku Malind pada 
umumnya menyebar dari timur ke barat. Kegiatan mereka 
sehari-hari berkebun, berladang, berburu, mengumpulkan 
sagu, hasil-hasil hutan (sayur mayur). Siang hari mereka 
bekerja lading, petang hari mereka pulang ke kampong, 
apabila hasil belum terkumpul/pekerjaan belum selesai maka 
mereka bermalam digubuk-gubuk (Ubun sai) yang mereka 
bangun di hutan-hutan karena jarak ladang dengan 
kampong jauh. Malind yang tinggal di pantai membangun 
perkampungan diatas bukit-bukit pasir ditepi pantai yang 
bertempat tinggal didaerah pedalaman membangun 
kampung-kampung di lembah-lembah tepi sungai dekat 
 
 
rawa-rawa. Jarak antara kampung satu dan kampung 
lainnya ada yang berdekatan dan ada yang berjauhan. 
 
d. Bahasa. 
Bahasa yang dipergunakan oleh penduduk Malind dalam 
kehidupan sehari-hari adalah : Bahasa Malind. Bahasa 
Malind dibeda bedakan atas beberapa dialek/logat yaitu 
Malind timur (Dialek Laghr’uk) dan Malind barat (Dialek 
Imah/Dahukhe). Dikampung Kumb dan kampung-kampung 
dipedalaman Okaba (hulu sungai Mbulaka) serta didaerah-
daerah pedalaman sungai Kumb, Sungai Mbian, sungai 
Maro/Maloghr menggunakan dialek bahasa tersendiri. Suku 
bangsa Malind yang tinggal di sebelah timur sungai sungai 
Maro/Maloghr, khususnya kampong Imbuti menggunakan 
dialek Laghr’uk. Dalam penggunaan bahasa Malind dialek 
bukan masalah yang harus dipatuhi tetapi dialek merupakan 
solusi yang harus dijawab dengan menulis dalam 
pengembangan dan perlindungan nilai-nilai budaya 
Kabupaten Merauke. 
 
2. Sistem Mata Pencaharian Hidup 
Kehidupan masyarakat Malind saat ini memiliki bermacam-
macam sistem mata pencaharian hidup, ada Pegawai Negeri 
 
 
Sipil, ABRI, Wiraswasta, buruh, petani dan nelayan. Walaupun 
demikian kehidupan orang Malind sepenuhnya bergantung pada 
lingkungan alam sekitarnya. Mata pencaharian utama mereka 
adalah meramu sagu disamping berburu dan menangkap ikan. 
Kegiatan bertani sagu sebagai sumber ketahanan pangan 
dalam kehidupan sehari-hari. Disamping menanam sagu, 
masyarakat Malind juga mengenal sistem bercocok tanam dan 
pengairan (Yom). Sistem bercocok tanam mereka dengan cara 
membuat bedeng-bedeng yang digunakan untuk menanam 
beberapa jenis tanaman kebutuhan mereka seperti : talas, 
petatas, pohon wati, pisang, singkong, dan lain-lain. Pembuatan 
bedeng-bedeng ini dilakukan karena lahan pertanian mereka 
selalu tergenang air. Sedangkan pohon sagu ditanam diantara 
bedeng-bedeng tersebut dengan tetap menjaga jarak agar 
pengairannya lancar. 
Kegiatan pembuatan bedeng-bedeng sudah tidak dilakukan 
lagi namun bukti-bukti keberadaan bedeng-bedeng tersebut 
masih terlihat hingga saat ini. Mata pencaharian lain seperti 
berburu dan menangkapikan hanya sebagai mata pencaharian 
tambahan. Setelah keluarga cukup akan bahan makanan pokok 
sagu dan kelapa dan untuk memenuhi kebutuhan akan daging. 
Berburu dilakukan secara berkelompok (Ohan) dihutan 
buruannya masing-masing dengan masih menggunakan teknik-
 
 
teknik yang sederhana dengan menggunakan teknik jerat, 
mengintai (Asik), memanah dan menombak. Adapun hewan 
buruannya seperti rusa, kangguru, babi hutan, burung kasuari, 
dan lain-lain. Kegiatan berburu ini hanya dilakukan oleh kaum 
laki-laki. Sedangkan kegiatan menangkap ikan dilakukan secara 
bersama-sama baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. 
Penangkapan ikan dilakukan dengan cara menjaring, 
menombak, memanah, dan menuangkan akar tuba 
(Menenggop) yang dilakukan oleh kaum pria. Sedangkan alat 
untuk menjaring ikan menggunakan jaring kecil (Kipa) dan untuk 
mengumpulkan kerang dilakukan oleh kaum wanita tua, baik 
yang dilakukan dilaut, sungai dan rawa-rawa. Disamping itu juga 
dikenal sistem mengangkap ikan dengan pembuatan tambak 
namun kegiatan ini sudah tidak dilakukan lagi. 
Penduduk Malind hidup dari mengumpulkan sagu, kelapa, 
mencari kepiting, mencari ikan dan bia, berburu dan berladang. 
Setiap boan/klen mempunyai dusun-dusun sagu yang luas 
karena sagu merupakan tanaman pokok penduduk setempat, 
maka sagu akan amat penting, sehingga diidentikkan sebagai 
da’a yaitu dema sagu merupakan lambing suci bagi masyarakat 
keturunan mahuze. Mereka membuat tanggul-tanggul yang 
besar dan panjang dihutan-hutan untuk menanam pohon 
kelapa, pisang, tembakau, umbi-umbian, dan wati yang 
 
 
dikerjakan secara bersama-sama kerabat kampung untuk 
membendung air pada musim hujan. Pohon wati mempunyai arti 
penting bagi orang Malind karena dianggap sebagai Alat 
pembayaran mas kawin. Minuman wati disajikan pada saat 
pesta dan upacara-upacara adat, sehingga menjadi lambing 
suci masyarakat. Berburu binatang ialah babi, tuban, kangguru, 
kasuari, dan rusa. Pemburuan dilakukan secara menggiring 
binatang pada musim kemarau, cara membakar rumput belukar, 
alat berburu binatang adalah panah bersama busur, tobmbak, 
dan alat penangkap babi (Iwa). Musim berburu yang baik ialah 
musim hujan karena binatang-binatang tersebut terjebak oleh air 
dan digiring (Ohan) kerawa-rawa sehingga mudah ditangkap. 
Sedangkan pada bulan Juli, Agustus, September, binatang-
binatang tersebut sangat leluasa karena ruang geraknya bebas 
sehingga tidak mudah untuk ditangkap. Penduduk juga 
memelihara babi, dagingnya berfungsi untuk makanan sehari-
hari, juga untuk pesta dan upacara-upacara adat. Orang-orang 
yang mempunyai banyak babi dianggap orang kaya, babi 
merupakan tanda kejayaan, kekuasaan, kejayaan, gengsi, maka 






3. Organisasi sosial dan sistem kekerabatan 
Malind Anim percaya bahwa asal mula dan kebudayaan 
mereka berasal dari kondomilrav (tempat). Kondomilrav 
merupakan tempat asal manusia, kejadian menurut Allawih 
(Allah Roh).  Wilayah kesatuan suku Malind terbagi kedalam 3 
(tiga) wilayah Malind yaitu: 
 Wilayah Malind Sendawi terdiri dari 7 (tujuh) sub wilayah 
 Wilayah Malind Muli Anim (Imah) terdiri dari 4 (empat) 
sub wilayah 
 Wilayah Malind Kolepom Anim (pulau)/Bom Anim terdiri 
dari 6 (enam) sub wilayah 
Sub-sub wilayah Malind Anim ini pada dasarnya 
merupakan kelompok-kelompok langgam bahasa. 
 
4. Sistem Kepercayaan (Religi) 
Suku Malind Aim masih percaya kepada leluhurnya, 
seperti dalam upacara inisisasi, mereka  dapat menyatukan 
pikiran melalui Klen atau Marga. Tiap boan menganggap 
adanya leluhur sebagai nenek moyang mereka. Leluhur 
dianggap sebagai kekuatan hidup dalam konteks 
supranatural, dimana leluhur tersebut memberikan 
kehidupan atau Wi (Roh). Mereka percaya bahwa kekuatan 
 
 
yang mereka miliki bukan berasal dari diri mereka sendiri 
melainkan berasal dari nenek moyang mereka. Mitologi 
Malind mengatakan bahwa bioskosmik (antara langit dan 
bumi) adalah Samb Anem (Tuhan), sedangkan alam nyata 
disebut Wi = tanah (ibu) yaitu yang melahirkan/memberikan 
hidup. 
 
B. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Malind di Kabupaten 
Merauke 
1. Bentuk Kekerabatan Masyarakat Malind 
Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari 
beberapa keluarga yang memiliki hubungan perkawinan. 
Anggota kekerabatan sendiri terdiri atas ayah, ibu, anak, 
menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan 
seterusnya. Ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari 
jumlah yang relatif kecil hingga besar seperti keluarga 
ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat45. 
Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan adalah 
hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan 
pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak 
terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap 
kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jelasnya 
                                                          
     
45
 A. Suriyaman Mustari Pide. Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang. Makassar: Pelita 
Pustaka. 2009. Hlm. 63 
 
 
hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, 
berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian 
perkawinan dan pertalian adat46.  
Di dalam kekerabatan masyarakat Malind sangat memegang 
teguh nilai-nilai kebudayaan yang menjadi pondasi untuk 
membangun suatu kekerabatan dan hubunga kekeluargaan. 
Nilai-nilai kebudayaan merupakan pandangan-pandangan 
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap 
buruk. Sebenarnya nilai-nilai itu berasal dari pengalaman 
manusia berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya, nilai-nilai 
itu akan berpengaruh pada pola berpikir manusia, yang 
kemudian menentukan sikapnya. Sikap menimbulkan pola 
tingkah laku tertentu, yang apabila diabstrasikan menjadi 
kaidah-kaidah yang nantinya akan mengatur perilaku manusia 
dalam berinteraksi47. 
Dalam hukum kekerabatan masyarakat adat Malind, unsure 
yang paling penting dan paling utama dalam sistem adalah 
keturunan. Keturunan menjadi hal mutlak yang harus ada untuk 
meneruskan klan atau suku tertentu agar tidak mengalami 
kepunahan. Oleh karena keturunan begitu penting dalam hukum 
adat kekerabatan, maka individu yang menjadi keturunan 
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memiliki hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan 
kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. 
Sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa 
Indonesia yang satu dan lainnya berbeda-beda diantara suku 
bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain, daerah yang satu 
dan daerah yang lain, serta akibat hukum dan upacara 
perkawinannya berbeda. 
Masyarakat Malind menganut sistem kekerabatan patrilinial, 
yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana 
kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan 
wanita di dalam pewarisan. Sehingga para ahli waris dari pihak 
laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan yang 
ditinggalkan oleh pewaris. 
 
2. Bentuk Perkawinan masyarakat Malind 
Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat 
yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara 
pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di 
Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan diberbagai 
daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat 
kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan 
masyarakat yang berbeda. 
 
 
Disamping itudikarenakan kemajuan zaman, selain adat 
perkawinan itu disana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, 
telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antar suku, adat 
istiadat, dan agama yang berlainan.  
Perkawinan menurut masyarakat Malind ialah perkawinan 
yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku 
dalam masyarakat adat tersebut. Setelah terjadinya ikatan 
tersebut maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang 
tua, termasuk anggota keluarga/kerabat, menurut hukum adat 
setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan 
selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara 
keturunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-
anak mereka yang terikat dalam perkawinan. 
Masyarakat adat Malind, sistem pertalian darah 
menggunakan sistem Patrilinial. Dalam mengurai hubungan 
kekerabatan, seorang anak mengikuti garis keturunan ayah. 
Hubungan kekerabatan akan terputus pada sepupu tiga kali. 
Hubungan kekerabatan ini penting karena hubungan ini menjadi 
tinjauan terutama pada perkara perkawinan.  
Suku Malind menganut sistem perkawinan adat eksogami 
yaitu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan 
seseorang menikah diluar  dari keluarganya sendiri/marganya. 
Pengertian diluar batas lingkungan bisa diartikan luas dan bisa 
 
 
pula sangat sempit. Menurut Prof. DR. Koentjaraningrat kalau 
orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai 
“marga” yang sama, disebut “eksogami marga”. Dalam hal ini 
suku Malind menganut sistem eksogami marga. Mereka 
menganggap bahwa semua yang sama dengan marga mereka 
adalah keluarga atau masih ada hubungan kekerabatan. 
Mereka melarang untuk menikahi atau kawin dengan pasangan 
yang sesame marga. Karena hal tersebut dianggap dianggap 
sebagai sesuatu hal yang tabu dan dianggap sebagai 
pelanggaran. Sehingga apabila terjadi pernikahan sesame 
marga tersebut mereka akan di usir dari kampong mereka atau  
dikenakan sanksi adat lainnya. 
Dalam perkawinan masyarakat Malind juga mengenal sistem 
perjodohan. Dalam hal perjodohan tersebut dapat terjadi pada 
rumah panjang (Wetiu). Wetiu terdiri dari rumah yang 
dikhususkan untuk remaja pria dan remaja wanita. Wetiu 
berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi putra dan putrid Malind. 
Mereka dilatih untuk mengetahui bagaimana cara berkerja, 
berburu, dan bahkan berperang. Selain itu di pengenalan 
mengenai adat istiadat suku Malind  dan juga melatih 
kedewasaan putra dan putri mereka diperkenalkan ditempat 
tersebut. Perjodohan tersebut dilakukan ketika orang tua telah 
menganggap anak mereka telah cukup umur dan telah mampu 
 
 
untuk mempertahankan hidup seperti berburu dan bercocok 
tanam. Ketika orang tua mereka telah memilih pasangan untuk 
anak mereka, anak tersebut tidak dapat menolak permintaan 
orang tuanya. Sehingga ketika orang tua telah memilih 
pasangan, anak tersebut akan membagi sebagian dari hasil 
buruan atau hasil kebun mereka kepada pasanganya. Hasil dari 
buruan atau hasil kebun ini akan di titip melaui orang tua 
Pembina/kurir dan akan di antar langsung kepada pasangan 
mereka. Hal ini sebagai tanda bahwa kelak ketika mereka 
menikah, mereka dapat saling menyayangi dan mampu untuk 
bertanggung awab menghidupi antara satu dan lainnya48. 
Selain itu, perjodohan dapat terjadi pula sewaktu anak 
tersebut masih bayi. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat 
kembali hubungan kekeluargaan yang renggang karena suatu 
perselisihan sehingga dengan adanya perjodohan tersebut 
hubungan kekeluargaan tersebut kembali menjadi harmonis. 
Akan tetapi, perjodohan tersebut tidak diberitahukan kepada 
anak mereka baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. 
Orang tua mereka akan mengatur anak-anak tersebut agar 
selalu bersama hingga dewasa.  
Prosedur pernikahan masyarakat adat Malind dimulai 
dengan acara lamaran oleh wali pihak laki-laki kepada pihak 
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perempuan, hal itu dikarenakan dalam silsilah keluarga 
keturunan menganut sistem Patrilinial yang mengikuti garis 
keturunan ayahnya. Dalam lamaran tersebut, wali perempuan 
menanyakan silsilah keturunan calon mempelai laki-laki kepada 
walinya. 
Setelah adanya kesepakatan tersebut, kedua belah pihak 
akan saling memberi harta mereka, yaitu hasil hutan dan 
pertanian. Hal ini pula sebagai symbol bahwa mereka mampu 
untuk menghidupi anak-anak tersebut. Setelah itu, kedua 
pasangan tersebut akan diberikan nasihat-nasihat dari keluarga 
mereka baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hal 
ini bertujuan untuk pengetahuan bagi pasangan tersebut agar 
nantinya dapat hidup harmonis. Setelah diberikan nasihat 
seharian maka di adakan upacara adat dengan cara melumuri 
lumpur di seluruh badan kedua pasangan dan ditumpahkan 
kapur pada badan pasangan tersebut sebagai tanda bahwa 
pasangan tersebut telah sah menjadi suami istri.  
Dalam hal acara perkawinan, masyarakat Malind akan selalu 
mengikuti dari wanitanya. Apabila seorang pria suku Malind 
mengawini wanita dari suku lain, misalnya Bugis, mereka akan 
mengikuti acara perkawinan tersebut dengan cara adat Bugis. 
Hal tersebut dikarenakan bagi bahwa mereka sangat 
menghormati wanita yang mereka anggap sebagai harta 
 
 
mereka karena wanita akan menghasilkan keturunan untuk 
generasi berikutnya. 
Mengenai sistem kawin lari, masyarakat ada suku Malind 
menganggap merupakan suatu pelaggaran berat dalam adat 
mereka. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku (Laki-laki) yang  
membawa lari seseorang (perempuan) untuk melakukan 
perkawinan tanpa izin keluarga sama dengan melakukan 
penghinaan terhadap keluarga tersebut. Perbuatan ini tidak 
akan mendapatkan suatu ampunan sama sekali apabila terjadi 
perbuatan kawin lari. Sehingga apabila terjadi kawin lari, 
keluarga dari pihak pelaku (Laki-laki) akan mendapatkan akibat 
yang ditanggungnya yaitu dengan memberikan pengganti untuk 
diperlakukan serupa. Bisa Ibu atau saudara-saudara perempuan 
dari pelaku (laki-laki) yang menjadi tumbal atas perbuatan 
tersebut. hal ini dimaksudkan sebagai efek jera agar perbuatan 
seperti ini tidak terulang lagi. 
Tujuan dari perkawinan pada masyarakat Malind, pada 
prinsipnya adalah untuk memperoleh keturunan dan dengan 
demikian tiba pada pembentukan keluarga. perkawinan bukan 
hanya sekedar urusan calon-calon suami istri, akan tetapi juga 
kepentingan keluarga sebelah-menyebelah calon memepelai 
perempuan maupun laki-laki. Khususnya setelah kelahiran 
 
 
anak-anak dari perkawinan ini maka ikatan antara  kedua 
keluarga tersebut menjadi erat. 
 
3. Kedudukan Anak Masyarakt Malind 
Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam 
setiap masyarakat adat. Disamping oleh orang tuanya anak itu 
sebagai generasi penerus juga dipandang sebagai wadah 
(tempat tumpuan) dimana semua harapan orang tuanya kelak, 
jika orang tuanya nanti sudah tidak mampu lagi secara fisik 
untuk mencari nafkah sendiri. Namun dewasa ini banyak kita 
jumpai bahwa adanya kelahiran anak tidak normal atau tidak 
sah, diantaranya adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan 
anak yang lahir dari hubungan zinah. 
Pada masyarakat adat Malind yang pertama berkedudukan 
sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan 
(dikecualikan) serta keturunannya (cucu-cucunya). Anak yang 
masih dalam kandungan seorang ibu juga menjadi ahli waris 
asalkan sewaktu anak itu lahir dalam keadaan hidup. Begitu 
pula dengan anak yang lahir hidup dari ibunya yang sedang 
mengandung ketika ayah kandungnya wafat, ia berhak untuk 





C. Pembagian Waris Menurut Adat Malind di Kabupaten Merauke 
Berbicara tentang kewarisan, berarti berbicara mengenai 
adanya peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat tertentu, 
yaitu salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang 
meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki 
harta kekayaan, maka persoalannya adalah bukan tentang 
kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris 
Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan 
merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena pembagian waris 
dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem 
kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Pada dasarnya dalam 
susunan masyarakat yang menganut sistem keturunan menurut 
garis bapak (Patrilinial) yaitu dari pihak bapak yang  membedakan 
kedudukan laki-laki  lebih menonjol pengaruhnya daripada 
kedudukan perempuan sebagai waris. Kecenderungan sifat 
kewarisan tersebut, patrilinial adalah melaksanakan sistem kolektif, 
dimana para ahli waris tidak boleh memiliki harta peniggalan secara 
pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan 
atau mengolah dan menikmati hasilnya.  
Pelaksanaan pembagian warisan di kawasan adat Malind 
Kabupaten Merauke, Papua menggunakan sistem adat istiadat 
secara turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat adat 
setempat. Menurut adat tersebut harta warisan hanyalah berupa 
 
 
tanah dan seluruh kekayaan alam yang berada diatasnya. Hal ini 
sudah menjadi ketentuan adat bahwa yang dapat diwariskan 
hanyalah tanah dan kekayaan alam yang berada diatas tanah. 
Karena menurut ketentuan adat ada tiga hal yang tidak dapat 
dipisahkan dan harus dimiliki oleh setiap orang Malind, yaitu: 
manusia, marga dan tanah. Ketiga hal tersebut yang harus dimiliki 
oleh setiap orang Malind (Malind Anim). 
Dalam aturan adat suku Malind membagi atas 2 (dua) jenis 
tanah, yaitu tanah marga dan tanah warisan. Tanah marga 
merupakan wilayah bersama masyarakat adat yang hanya boleh 
ditempati oleh orang yang sama marganya. Sedangkan tanah 
warisan adalah tanah yang dikelola baik dikelola untuk perkebunan 
maupun pertanian secara terus menerus dan diteruskan secara 
turun-temurun dari generasi pertama (nenek moyang) kepada 
generasi berikutnya49. Tanah warisan berada di dalam tanah marga 
yang apabila dikelola secara terus menerus. Akan tetapi, ketika 
tanah tersebut dibiarkan tanpa dikelola sama sekali, maka tanah itu 
akan kembali menjadi tanah marga yang dimiliki secara bersama. 
Dalam aturan adat Malind telah ada pembagian tersendiri 
mengenai wilayah-wilayah yang menjadi tanah marga tersebut, 
sehingga setiap marga memiliki wilayah tersendiri yang mereka 
kuasai secara bersama.  
                                                          
     
49
 Wawancara Tokoh Masyarakat Adat (Bapak. H. Waros Gebze, tanggal 08 Juli 2015) 
 
 
Dikawasan Adat Malind yang merupakan daerah yang berada di 
Provinsi Papua yang menganut sistem pembagian secara patrilinial 
atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak 
ayah ternyata mempunyai pembagian lain secara adat. Dalam 
pewarisan dimana harta pewarisan adalah tanah warisan, jatuh 
seluruhnya ke tangan pihak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan 
tidak mendapatkan harta warisan karena apabila anak perempuan 
tersebut menikah, maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk 
ke keluarga barunya mengikuti suaminya. Namun dalam hal 
tertentu apabila semua dalam keturunan itu tidak ada laki-laki, 
maka perempuan mewarisi seluruh tanah itu. Mereka (perempuan) 
dapat dikatakan sebagai laki-laki samaran atau di umpakan seperti 
laki-laki, untuk mengganti kedudukan laki-laki pada keluarga 
tersebut.  
Akan tetapi perempuan itu hanya dapat menguasai tanah 
warisan itu sepanjang belum menikah atau sepanjang hidupnya 
saja. Ketika perempuan tersebut telah meninggal dunia atau 
menikah, tanah warisan tersebut harus dikembalikan kepada orang 
tuanya untuk diberikan kepada keluarga laki-laki lainnya yang 
mereka miliki. Selain itu juga perempuan dapat diperhitungkan 
dalam mendapatkan tanah warisan jika dalam keluarga tersebut 
memiliki anak laki-laki. Dalam hal ini anak laki-laki dapat 
memberikan sebagian tanah warisannya kepada saudara 
 
 
perempuan sebagai gantinya perempuan tersebut memberikan 
seorang anak kepada saudara laki-lakinya sebagai pengganti (saw) 
dan di laksanakan dalam upacara adat dengan membunuh babi 
sebagai segel tanah tersebut. Dalam istiliah Malind  disebut dengan 
julukan Winde-patul yaitu perempuan yang bertindak sebagai laki-
laki dan berperan sebagai laki-laki.  
Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam 
pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat malind 
yang mempunyai harta warisan berupa tanah dan seluruh 
kekayaan alam yang berada diatasnya (tanaman dan hasil hutan) 
yang bisa diwariskan. Tidak ada kepastian kapan pembagian 
warisan yang akan dilakukan dikawasan adat Malind. Dalam sistem 
pembagian warisan adat di Indonesia, pembagian warisan dapat 
dilakukan sebelum ataupun setelah meninggalnya pewaris.  
Berdasarkan penelitian dan jawaban responden mengatakan 
pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal. 
Hal ini disebabkan karena harta warisan berupa tanah sudah 
menjadi hak mutlak untuk di pakai dan hak mengelola untuk ahli 










1. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Malind, menganut 
sistem pertalian menggunakan sistem Patrilinial. Dalam 
mengurai hubungan kekerabatan, seorang anak mengikuti jalur 
ayah dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan 
kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Hubungan 
kekerabatan terputus pada sepupu tiga kali. Hubungan 
kekerabatan ini penting karena hubungan ini menjadi tinjauan 
terutama pada perkara perkawinan.  
2. Dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat 
Malind di Kabupaten Merauke, yang masih berpegang teguh 
pada hukum adat secara turun temurun yang harta warisan 
adalah tanah dan kekayaan alam yang berada di atas tanah, 
namun tanah warisan ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki 
untuk dikelola secara terus menerus. Sedangkan untuk ahli 
waris perempuan tidak mendapatkan tanah warisan karena 
perempuan apabila perempuan tersebut menikah, maka ia akan 
keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya 
mengikuti marga suaminya, dalam hal ini pembagian harta 





1. Pembagian harta warisan secara adat, seharusnya tidak 
membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. 
2. Sebagai pewaris seharusnya dapat mengatur secara adil 
tentang pembagian warisan ini agar semua ahli waris bisa 
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